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ABSTRAK

Zakat bertujuan untuk menata hubungan sesama manusia dan untuk
membersihkan dan mensucikan diri dari harta. Organisasi pengelola zakat yang berupa
Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat mempunyai kegiatan membantu kaum
dhuafa dalam memenuhi tuntutan hidup dan mengeluarkan mereka dari kesulitan
ekonomi yang di alami selama ini.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014
dijelaskan bahwa peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat adalah membuat pedoman
pengelolaan zakat yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan acuan dalam pengelolaan
zakat untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/ kota dan LAZ. Fokus
kinerja pemerintah dalam bidang pembinaan dan pengawasan pengelolaan zakat yaitu
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan zakat nasional yang mengacu pada
regulasi perundang-undangan maupun pedoman yang dikeluarkan BAZNAS.
Kementerian Agama bertugas mengawasi dan memastikan tentang pedoman pengelolaan
zakat yang berjalan selama ini apakah sudah terlaksana secara baik atau belum. Penyusun
tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran BAZNAS DIY dalam menerapkan
sistem pengawasan dan efektifitas ketika melakukan pengelolaan dan pendistribusian
zakat. Selain itu penyusun juga ingin mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam
mengawasi pengelolaan dan pendistribusian zakat, sehingga fungsi pengawasan
pemerintah dalam zakat dapat sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan mengambil data dan
dibantu dengan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang
dilakukan dengan mengkaji serta menelaah suatu data yang bersumber dari buku, jurnal,
artikel, majalah, dan lain-lain. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan
pendekatan yuridis-normatif. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melihat
dan memahami tentang fungsi pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS DIY terkait
dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Kementerian Agama dalam
melakukan pengawasan terhadap BAZNAS DIY masih belum melaksanakan secara baik
sebagaimana dengan fungsinya. Karena Kementerian Agama belum mempunyai standar
SOP yang pasti sehingga pengawasan yang dilakukan belum efektif dan belum berjalan
dengan baik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi saran kepada pihak
pengawas dalam pengelolaan zakat untuk mewujudkan fungsi pengawasan yang lebih
efektif. Selain itu juga memberikan kontribusi dalam keilmuan yang dapat dijadikan
pedoman dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada mulanya zakat adalah suatu sistem keagamaan yang
ditunaikan sebagai tonggak iman yang merupakan salah satu dari rukun
Islam yang bertujuan membayarkannya kepada mereka yang
membutuhkan. Hal itu dilakukan agar dapat menguatkan iman kita kepada
agama dan untuk lebih taat kepada Allah. Ketika manusia dikaruniai
sebuah keberhasilan dalam bekerja, maka melimpahlah harta bendanya,
sehingga merupakan suatu kewajiban yang telah disyari’atkan oleh agama
(Al-Qur’an dan As-Sunnah) apabila kita membayar zakat tersebut. Di
samping itu, pelunasan zakat adalah semata-mata sebagai cermin kualitas
keimanan kita kepada Allah SWT.

Secara umum, zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah
yaitu, hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan
sesama manusia. Secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud
ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat
berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan
dan mensucikan diri dari harta. Sedangkan secara horizontal, zakat

bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara



pihak yang berkemampuan dengan pihak yang kurang mampu dan dapat
memperkecil problema dan kesenjangan sosial dalam ekonomi Islam.*

Zakat merupakan satu sistem moral, yang mana zakat mempunyai
tujuan untuk membersihkan jiwa orang-orang kaya dari kekikiran yang
sifatnya merusak dan egois untuk bisa membenci orang lain. Dengan
berzakat, maka akan membersinkan mereka dan ikut merasakan
penderitaan orang lain dengan amal yang nyata. Zakat adalah ibadah
maaliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi penting dan menentukan, baik
dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits nabi, yang
keberadaannya dianggap ma lum min ad-diin bi adh-dhaurah atau sesuatu
yang sudah umum diketahui umat dan merupakan bagian mutlak dari
kelslaman seseorang.? Adanya penetapan yang menjadi ‘i//ah adanya zakat
itu tiada lain adalah berkembang, sehingga dengan segala sesuatu harta
dan usaha yang dimilikinya memiliki sifat berkembang dan itu wajib
dikeluarkan zakatnya.’

Islam menentukan lembaga-lembaga pemerata ekonomi agar tidak
terjadi kesenjangan yang menyolok antara yang kaya dengan yang miskin,
seperti halnya dalam zakat. Jika zakat belum cukup untuk melakukan

proses pemerataan ke arah keadilan sosial-ekonomi, maka pemerintah

! Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008), Hal. 42.

2 Didin, Hafidhuddin, Agar Harta Berkah dan Bertambah, (Jakarta: Gema Insani, 2007),
Hal. 68.

¥ Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah, (Bandung: Tafakur,
2011), Hal. 42.



bersama dengan kedaulatannya dapat mengambil sebagian hartanya dari
kelompok vyang kaya untuk diberikan kepada mereka yang
memerlukannya, sampai benar-benar terselenggara keadilan sosial. *

Perlunya keadilan bagi semua bidang kehidupan dan umat Islam harus

ditegakkan keadilan, seperti dalam ayat berikut ini:

o Bge

P . > _2E 8 . A o T, 2 - dE _-_ -
Loy s bl o) A 1550y (osaed] OO31 Sa Tduel T NI e o33

— 1-°Z

“ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,
mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu
lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”>

Organisasi pengelola zakat berdiri salah satunya untuk menolong
kesulitan hidup kaum dhuafa yang di sisi lain mereka akan terbantukan

karena adanya organisasi tersebut, maka mereka akan merasakan

kurangnya beban masalah kemiskinan. Organisasi pengelola zakat yang

* Sjechul Hadi Permono, Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat,
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), Hal. 36-37.

* Q. S. Al-Maidah (5): 8



dibentuk pemerintah yaitu berupa Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga
Amil Zakat (LAZ) yang mempunyai kegiatan dapat membantu kaum
dhuafa dalam memenuhi tuntutan pokok hidup dan berusaha untuk
mengeluarkannya dari kesulitan ekonomi yang mereka alami selama ini.°

Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan
Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu, lembaga pengelola zakat yang dibentuk
oleh pemerintah, yang personalia pengurusnya terdiri atas ulama,
cendekiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah, dan
Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk
oleh masyarakat, yang pengukuhannya dilakukan oleh pemerintah bila
telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga-lembaga ini ditugaskan
sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, penyaluran, dan
memberdayakan para penerima zakat dari dana zakat.

Peran pemerintah tidak mungkin dapat diandalkan sepenuhnya
dalam mewujudkan kesejahteraan, karena itulah diperlukan peran dari
lembaga-lembaga tersebut. Khusus di Jakarta, pada tahun 2001 sudah ada
tujuh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah dikukuhkan oleh
pemerintah yaitu; Dompet Dhuafa Republika, Yayasan Amanah Tafakul,
Rumah Zakat Indonesia, Pos Keadilan Peduli Ummah, Lazis
Muhammadiyah, Baitulmaal Muamalat, Hidayatullah, Persatuan Islam,
dan Bamuis BNI. Disamping LAZ tersebut, pemerintah juga membentuk

suatu OPZ pemerintah di Jakarta, yaitu, Badan Amil Zakat Nasional

® Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi
Umat, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), Hal. 73.



(BAZNAS). Sehingga diharapkan bisa terbangun sebuah sistem zakat
nasional yang baku, yang bisa diaplikasikan oleh semua pengelola zakat.
Peran BAZNAS dalam hal ini harus dilakukan secara optimal,
dikarenakan salah satu tugas BAZNAS adalah membuat pedoman
pengelolaan zakat yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan acuan
dalam pengelolaan zakat untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS
kabupaten/ kota dan LAZ. Sedangkan salah satu fokus kinerja pemerintah
dalam bidang pembinaan dan pengawasan pengelolaan zakat ialah
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan zakat nasional yang
mengacu pada regulasi perundang-undangan maupun pedoman yang
dikeluarkan BAZNAS. Selain itu, Kementerian Agama bertugas
mengawasi dan memastikan tentang pedoman pengelolaan zakat yang
berjalan selama ini apakah sudah terlaksana secara baik atau belum.’
Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan
Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Pengelolaan Zakat, mandat konstitusional perzakatan yang harus
dilakukan oleh pemerintah adalah melaksanakan “pembinaan dan
pengawasan” terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS
kabupaten/kota serta LAZ. Sejalan dengan itu, nomenklatur baru
Direktorat Pengaturan dan Pengawasan Zakat dari sudut pandang Baznas
merupakan salah satu agenda penting penataan perzakatan ke depan. Jika

fungsi pengaturan dan pengawasan oleh pemerintah tidak maksimal, maka

7 “Kemenag Tak Ingin Dibenturkan Dengan Umat”, http:/pusat.baznas.go.id/berita-
artikel/kemenag-tak-ingin-dibenturkan-dengan-umat/, di Akses Kamis, 18 Februari 2016.
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akan berimplikasi terhadap kinerja sistem pengelolaan zakat nasional
secara keseluruhan.

Dalam perundang-undangan sudah diatur sedemikian jelas bahwa
Kementerian Agama bertugas dalam melaksanakan fungsi regulator dan
pengawasan, sedangkan BAZNAS melaksanakan fungsi eksekutor dan
koordinator. Kementerian Agama melalui direktorat yang menangani zakat
ke depan dituntut lebih fokus melaksanakan fungsi pengaturan dan
pengawasan pengelolaan zakat. Peran dan positioning Kementerian
Agama dalam undang-undang sudah sedemikian jelas dan “powerfull”
dalam pengaturan dan pengawasan pengelolaan zakat. Kementerian
Agama merupakan pemegang otoritas mengawasi dan menjatuhkan sanksi
terhadap pengelola zakat yang melakukan pelanggaran kepatuhan pada
regulasi dan ketentuan syariah tentang pengelolaan zakat.®

Pelaksanaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-
Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tujuan
pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yaitu
meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini mendorong lembaga

pengelola zakat menuju ke jalan yang lebih baik dan lebih terarah. Dengan

8«penataan Pola Hubungan Baznas dan Kementerian Agama”,
http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/penataan-pola-hubungan-baznas-dan-kementerian-agama/,
di Akses Kamis, 18 Februari 2016.
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adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, maka zakat akan dikelola
secara melembaga dan sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun ingin mengetahui
peran BAZNAS DIY dalam menerapkan sistem pengawasan dan
efektifitas ketika melakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat dan
sejauh mana peran pemerintah dalam mengawasi pengelolaan dan
pendistribusian zakat, sehingga fungsi pengawasan pemerintah dalam
zakat dapat sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan, maka
penyusun melakukan penelitian dengan judul “Fungsi Pengawasan
Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penyusun
merumuskan pokok permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam,
yaitu:

1. Bagaimana sistem pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS DIY?
2. Bagaimanakah efektivitas pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS
DIY menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 20117
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pengawasan
zakat di BAZNAS DIY dalam melakukan pengelolaan dan

pendistribusian zakat sudah sesuai atau belum.



b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas
pengawasan zakat di BAZNAS menurut Undang-Undang No. 23
Tahun 2011

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

1.) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan
pemikiran bagi pengembangan ilmu yang mengacu pada
manajemen zakat pada umumnya, dan khususnya yang terkait
dengan pengelolaan dan pendistribusian zakat pada Badan
Amil Zakat Nasional dan fungsi pengawasan yang dilakukan
oleh pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini dapat
dijadikan rujukan lebih lanjut bagi peneliti-peneliti berikutnya
yang berkaitan dengan sistem pengelolaan, cara pendistribusian
dan fungsi pengawasan zakat yang dilakukan di lembaga
pengelolaan zakat atau badan pengelolaan zakat yang lain.
b. Secara Praktis
1.) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran
dan pemahaman yang jelas terhadap masyarakat tentang
pengelolaan zakat yang ada di Indonesia pada umumnya,
begitupun jika dilihat dari fungsi pengawasan zakatnya.

2.) Penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh peneliti selanjutnya
yang sama-sama membahas tentang fungsi pengawasan

pengelolaan zakat yang dilakukan di Indonesia.



D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pemaparan diatas untuk mengetahui seberapa jauh
penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka penyusun melakukan
review terhadap beberapa penelitian yang berkaitan dengan kajian
penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Buku Yusuf Qardawi yang berjudul “Hukum Zakat: Studi
Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan
Hadis” yang menjelaskan tentang zakat sebagai sarana bagi umat Islam
dalam melaksanakan kewajiban agamanya, dan dalam membangun tata
kehidupan sosial ekonominya yang lebih sesuai dengan tuntutan agama. °
Hal itu sangat berkaitan dengan adanya fungsi pengawasan pengelolaan
zakat yang ditinjau dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang
pengelolaan zakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan jalan yang menuju
pada kemaslahatan, sehingga tidak mengarah kepada kemafsadatan.

Beberapa tesis yang pembahasannya tidak jauh beda kaitannya
dengan fungsi pengawasan zakat adalah tesis Zaenab dengan judul
“Tingkat Kepuasan Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Fungsi Forum
Zakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif
dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dari kuisioner dan
sekunder yang diperoleh dari laporan pertanggungjawaban pengurus

Forum Zakat. Objek penelitian pada tesis ini membahas tingkat kepuasan

® Yusuf Qardawi, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat
Berdasarkan Qur’an dan Hadis, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2010).
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pengelola zakat terhadap fungsi forum zakat di daerah Yogyakarta yang
dalam penyajian datanya dengan menggunakan kuisioner dan analisis data
yang ditujukan kepada 50 responden yang hasilnya telah memenuhi syarat
dan dapat diterima.*®

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-
sama membahas tentang zakat. Perbedaan yang dilakukan pada penelitian
terdahulu membahas tentang tingkat kepuasan organisasi pengelola zakat
terhadap fungsi forum zakat di daerah Yogyakarta, yang mana jenis
penelitiannya berupa kuantitatif dan sifatnya berupa diskriptif-kuantitatif,
sedangkan penelitian ini membahas fungsi pengawasan pengelolaan zakat
di BAZNAS DIY vyang jenis penelitiannya menggunakan penelitian
lapangan berupa pengambilan data dan pendekatannya dengan yuridis-
normatif.

Begitu juga dengan tesis Ali Ridlo dengan judul “Analisis Efisiensi
Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Laporan Keuangan
Baznas Tahun 2008-2012)”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta. Penelitian tersebut membahas tentang peningkatan efisiensi
dan efektifitas keuangan yang dijalankan oleh BAZNAS selama periode
2008-2012. Obyek penelitian tesis yaitu Baznas merupakan salah satu

lembaga yang tidak mempunyai nilai profit, sehingga BAZNAS

10 Zaenab, Tingkat Kepuasan Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Fungsi Forum
Zakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tesis (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah, th. 2012).
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mengalami tingkat efisiensi pada periode 2008-2012 dengan penyajian
data menggunakan analisis data.**

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini vyaitu
mengenai efisiensi pengelolaan dalam BAZNAS. Selain itu perbedaan
yang dilakukan pada penelitian terdahulu membahas tentang efisiensi
keuangan BAZNAS, sedangkan penelitian ini membahas mengenai fungsi
pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS DIY.

Berbeda halnya dengan tesis Rusti Rahayu Ruslan yang berjudul
“Faktor-Faktor Determinan Motivasi Muzakki Membayar Zakat Ke
Lembaga Zakat”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Penelitian tersebut membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
muzakki dalam membayar zakat kepada lembaga zakat. Penelitian tesis
tersebut menggunakan metode field research dan library research dengan
pendekatan kuantitatif dan metode analisis. Sehingga hasil dari penelitian
tersebut menunjukkan 91,1% dari 9 variabel yang mampu menjelaskan
variasi besarnya pengaruh yang diberikan terhadap motivasi muzakki
untuk membayar zakat ke lembaga zakat.*

Berbeda dengan tesis sebelumnya, penelitian ini lebih menitik
beratkan pada aspek fungsi pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS

DIY menurut Undang-Undang tentang pengelolaan zakat. Sehingga dapat

1 Ali Ridlo, Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus
Laporan Keuangan Baznas Tahun 2008-2012), Tesis (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah, th. 2014).

2 Rusti Rahayu Ruslan, Faktor-Faktor Determinan Motivasi Muzakki Membayar Zakat
ke Lembaga Zakat, Tesis (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan
Perbankan Syariah, th. 2015).
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diketahui perbedaannya bagaimana fungsi pengawasan pengelolaan zakat
di BAZNAS DIY jika dikaitkan dengan undang-undang dan selain itu
hukum Islam menyikapinya dengan kebijakan dari pemerintah.

E. Kerangka Teoritik
1.) Teori Pengawasan

Pengawasan berasal dari kata “awas”, mendapat awalan “an”
dan akhiran “an”, artinya penilikan dan penjagaan.® Sebenarnya
pengertian pengawasan dari asal kata dasar “awas” maknanya
mengajak agar seseorang atau beberapa orang dalam melakukan suatu
kegiatan penuh dengan kehati-hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan
atau kekeliruan.**

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah
“awas”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut controlling yang
diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga
istilah controlling lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi,
dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian “controlling”
ini  dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk
pengendalian.”

Pengawasan dikaitkan dengan manajemen bahwasannya di

dalam manajemen ada sejumlah fungsi yang penting dari manajemen

3 Suriansyah Murhaini, Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2014), Hal. 1.

* Makmur, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, (Bandung: Refika
Aditama, 2011), Hal. 175.

' https://ui.academia.edu/KemalRidla, di akses Selasa, 29 Maret 2016.
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yaitu fungsi perencanaan, pengelolaan dan evaluasi beserta dengan
pengawasannya. Fungsi manajemen mempunyai kedudukan penting
yang menggambarkan Kkinerja secara utuh dan sebuah proses
administrasi dengan segala dimensi yang menyertainya.

Menurut Dessler, dua pendekatan yang akan digunakan dalam
mempertahankan fungsi pengawasan (maintaining controlling
function), terdiri dari system pengawasan tradisional dan system
pengawasan yang berdasarkan komitmen.*®
1. System pengawasan tradisional

System pengawasan yang melibatkan kegiatan monitoring yang
bersifat eksternal. Kinerja pegawai akan diawasi oleh atasan.
Kinerja keuangan akan diawasi oleh orang-orang yang diluar
bagian keuangan dan nantinya akan bertugas melakukan

pengawasan dan penilaian terhadap kinerja keuangan.
2. System pengawasan yang berdasarkan komitmen

Pendekatan yang berdasarkan komitmen lebih menekankan kepada
fungsi pengawasan dari sisi internal daripada eksternal.
Pengawasan akan lebih ditekankan pada faktor internal dari setiap
individu pekerja. Introspeksi diri dalam hal lebih dominan dalam

menjalankan fungsi pengawasan daripada pengawasan eksternal.

18 https://riyan17.wordpress.com/2010/06/01/fungsi-pengawasan/, di Akses Selasa, 2
Agustus 2016.
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Pendekatan yang bisa dilakukan dalam system ini yaitu dengan
menerapkan system keyakinan tertentu dalam budaya kerja
perusahaan atau dengan upaya “memaksa” pegawai untuk
membiasakan diri dengan bertanggung jawab dan introspeksi diri
yang nantinya akan memberikan kepercayaan dan kewenangan
dalam berbagai jenis aktivitas yang diberikan kepada pegawai.

2.) Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang
berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.
Kamus ilmiah popular mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan
penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Robbins memberikan
definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka
pendek dan jangka panjang.

Efektivitas organisasi adalah konsep tentang efektif dimana
sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan. Organizational
effectiveness  (efektivitas organisasi) dapat dilakukan dengan
memperhatikan kepuasan pelanggan, pencapaian visi organisasi,
pemenuhan aspirasi, menghasilkan keuntungan bagi organisasi,
pengembangan sumber daya manusia organisasi dan aspirasi yang
dimiliki, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di luar
organisasi.

Menurut Martani dan Lubis, ada tiga pendekatan dalam

mengukur efektivitas organisasi, yaitu:
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1.) Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur
efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya
keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik
maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2.) Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh
mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses
internal atau mekanisme organisasi.

3.) Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada
output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil
(output) yang sesuai dengan rencana. Steers mengemukakan bahwa
efektivitas bersifat abstrak, oleh karena itu hendaknya efektivitas
tidak dipandang sebagai keadaan akhir akan tetapi merupakan
proses yang berkesinambungan dan perlu dipahami bahwa
komponen dalam suatu program saling berhubungan satu sama lain
dan bagaimana berbagai komponen ini memperbesar kemungkinan
berhasilnya program.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan jenis

penelitian lapangan yaitu dengan mengambil data dan dibantu dengan

penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang
dilakukan dengan mengkaji serta menelaah suatu data yang bersumber

dari kepustakaan, seperti: buku, majalah, jurnal, artikel, makalah, dan
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lain-lain yang menyangkut masalah fungsi pengawasan pengelolaan
zakat yang terkait dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat. Adapun  berbagai literatur yang ada dapat
membantu penyusun dalam menyelesaikan masalahnya sehingga

mendapatkan data yang jelas dalam penulisan tesis ini.

. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah
deskriptif-analisis yaitu dengan mendeskripsikan dan meringkas secara
rinci terhadap masalah yang sedang diteliti dengan cara pengumpulan,

penyusunan, dan penggalian data-data yang diperoleh sebelumnya.

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis-normatif . Pendekatan yuridis dilakukan dalam melihat objek
hukum karena menyangkut dengan Undang-Undang No. 23 tahun
2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan pendekatan normatif
untuk melihat dan memahami tentang fungsi pengawasan pengelolaan
zakat di BAZNAS DIY terkait dengan Undang-Undang No. 23 Tahun
2011, selain itu juga akan dikaitkan dengan teori-teori yang berkenaan

dengan hal tersebut.

. Sumber Data

Dalam pengumpulan data ini penyusun mengklasifikasikan menjadi

tiga yaitu:
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a. Data Primer vyaitu sumber data yang diperoleh dengan cara
melakukan observasi dan wawancara terhadap narasumber yaitu
BAZNAS DIY selaku pihak yang diawasi dan pemerintah yang
bertindak mengawasi.

b. Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku, jurnal,
tesis, disertasi, dan Kkarya-karya tulis yang berkaitan dengan
pengelolaan dan pendistribusian zakat.

c. Data Tersier yaitu sumber data yang diperoleh dari kamus,
ensiklopedi, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penyusun akan

menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang terangkai dari kata

menjadi kalimat dan kuantitatif yaitu analisis yang terangkai dari hasil
penelitian melalui pengambilan data dari lapangan lalu dihubungkan
dengan korelasi antar variable dan akan menghasilkan prosentase.

Setelah data terkumpul menjadi satu, maka akan dipilih yang paling

relevan dan diadakan penyajian yang disusun secara sistematis dan

selanjutnya akan ditarik kesimpulan.
G. Sistematika Pembahasan
Dalam melakukan penelitian ini, penyusun akan membahas lebih
jelas dan terarah, sehingga penyusun akan menggunakan sistematika

pembahasan yang dibagi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri
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dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah
sebagai berikut:

Pada bab pertama, yaitu pendahuluan yang menjelaskan secara
umum dan menyeluruh, diantaranya memuat Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka,
Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang landasan teori yang terdiri dari
Konsep zakat, Teori Pengawasan, Teori Efektivitas, Fungsi Pengawasan
Zakat di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, dan
Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Zakat di Indonesia.

Bab ketiga, yaitu menjelaskan tentang deskripsi penelitian yang
membahas Gambaran Umum BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta,
Mekanisme Pengelolaan Zakat di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab keempat, yaitu Analisis Fungsi Pengawasan Zakat di
Indonesia Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat yang membahas Efektivitas Dalam Pengawasan,
Problematika Dalam Pengawasan, Akuntabilitas Pengelolaan zakat.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari
penelitian yang dilakukan sebelumnya dan diharapkan dapat digunakan
sebagai pertimbangan dalam pengembangan badan amil zakat atau

lembaga amil zakat untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

BAZNAS merupakan badan amil zakat resmi dalam melakukan
pengelolaan zakat, infag dan shadagah. Pengelolaan zakat di Indonesia
diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Tujuan
pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 vyaitu
meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengawasan terhadap BAZ atau LAZ zakat menjadi lebih efektif,
jika sistem pengawasan disesuaikan dan memenuhi kriteria yang telah
ditentukan. Kriteria sistem pengawasan Yyang dilakukan seperti
mengawasi kegiatan, pengawasan dengan tepat waktu, pengawasan
dengan biaya efektif efisien, pengawasan yang tepat akurat, dan
pengawasan yang dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan. Akan
tetapi, dalam hal ini pengawasan yang dilakukan belum berjalan secara
baik. Masih harus ada pembenahan dan pemahaman yang dilakukan oleh

tim pengawas.
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Dari penjelasan di atas, penulis mempunyai kesimpulan, yaitu:

Pemahaman masyarakat terhadap zakat masih kurang yaitu mereka
belum mempunyai kesadaran diri untuk melakukan kewajibannya
dalam membayar zakat. Mengetahui kondisi seperti itu, BAZNAS
sebagai badan amil zakat sudah semestinya untuk melakukan suatu
kegiatan yang mana masyarakat akan lebih terarah dalam memahami

zakat yaitu dengan cara melakukan sosialisasi zakat.

BAZNAS selain memberi motivasi, edukasi dan arahan kepada
masyarakat sekitar, badan amil zakat ini juga memberikan dan
menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama bagi

yang kurang mampu.

Penghimpunan yang dilakukan oleh BAZNAS DIY belum efektif,
karena dalam hal ini pemerintanh belum sepenuhnya memberikan
dukungan dalam penghimpunan zakat. Hal ini menjadikan visi misi

BAZNAS DIY tidak berjalan sesuai dengan rencana.

Pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Agama
DIY belum sesuai fungsinya sebagai pengawas. Kenyataannya
Kementerian Agama DIY belum mempunyai standar SOP dalam

melakukan pengawasan terhadap BAZNAS DIY.

Pemerintah belum sepenuhnya mendukung atas pelaksanaan zakat

dan hal itu berpengaruh kepada pegawai atau karyawan yang ada di
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wilayah intansi-instansi pemerintah yang menjadikan mereka tidak

tahu akan pentingnya zakat.

B. Saran

1)

2)

3)

4)

5.)

Meningkatkan sosialisasi yang sebelumnya pernah dilakukan, agar
masyarakat lebih tertarik dengan program-program yang ditawarkan,
sehingga masyarakat bisa untuk diajak bekerjasama dalam

meningkatkan pengelolaan zakat.

Lebih meyakinkan masyarakat bahwa BAZNAS DIY merupakan
lembaga yang bisa dipercaya dalam menyalurkan zakatnya kepada

mustahik sesuai dengan sasaran.

BAZNAS DIY lebih pro-aktif dalam menyampaikan laporan-laporan
dan kendala yang dialami selama ini, sehingga nantinya dapat berjalan
sesuai dengan program-program yang telah direncanakan sebelumnya

supaya mudah dalam proses pengawasannya.

Dewan pengawas setidaknya lebih memahami dan menerapkan
kembali Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat, agar bisa menerapkan isi dari undang-undang tersebut dalam

prakteknya.

Kementerian Agama untuk lebih pro aktif dalam melakukan

pengawasan di BAZNAS DIY, sehingga UU tentang pengelolaan
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zakat akan berguna sebagai landasan pengawasan sesuai yang telah

menjadi ketentuannya.

6.) Semoga kedepannya Kementerian Agama bisa lebih mengaplikasikan

UU pengelolaan zakat sebagai landasan dari pengawasan.
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HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK DR. BAMBANG SUTIYOSO, SH,
M.HUM SELAKU KETUA UMUM BAZNAS DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TANGGAL 10 OKTOBER 2016 DI BAZNAS DIY

1. Apatujuan BAZNAS DIY berdiri?

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang mempunyai tugas
untuk mengelola zakat di Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011.
Pengelolaan zakat yang di maksud yaitu dari penghimpunan sampai kepada
pelaporan. Jadi, BAZNAS DIY berdiri dengan tujuan mengelola zakat di wilayah
provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari penghimpunan sampai pelaporan.
Diutamakan kepada pegawai pemerintah daerah untuk mempermudah dalam

pembayaran zakat.

2. Apakah BAZNAS DIY pernah memberikan sosialisasi tentang pengelolaan

zakat?

Pernah, sosialisasi dilakukan di kantor dan instansi pemerintah di wilayah
provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menyebarkan surat, mendatangi
kantor dan instansi-instansi. Akan tetapi, respon yang diterima BAZNAS DIY
berbeda-beda. Kebanyakan belum merespon dengan penyampaian sosialisasi

tersebut. tapi ada beberapa instansi atau kantor yang meresponnya dengan baik.
3. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat di BAZNAS DIY?
Mekanisme pengelolaan zakat di BAZNAS DIY dilakukan dengan:

a. Penghimpunan/ pengumpulan zakat melalui sosialisasi yang dilakukan di

kantor/ instansi pemerintah setempat



b. Pengelolaan zakat akan dilakukan sesuai dengan program-program yang telah
direncanakan oleh BAZNAS DIY

c. Pentasharufan/ penyaluran zakat akan disalurkan sesuai dengan 5 program
yang telah direncanakan

d. Pelaporan akan disampaikan kepada kementerian agama dan pemerintah

daerah
4. Apa saja program kerja yang ada di BAZNAS DIY?

Program kerja di BAZNAS DIY terbagi menjadi 5 yaitu DIY Cerdas, DIY

Taqwa, DIY Sehat, DIY Peduli, DIY Sejahtera

1. DIY Cerdas: membentuk masyarakat pelajar dan memiliki pendidikan yang
memadai, bentuk kegiatan yang diselenggarakan berupa beasiswa sekolah, beasiswa
anak pegawai honorer instansi, tunggakan sekolah, beasiswa santri, beasiswa

madrasah, fasilitas pendidikan, sepeda sekolah, dll.

2. DIY Tagwa: bentuk kegiatan yang berupa pembinaan dalam hal agamis, kegiatan
yang dilakukan berupa membina takmir yang ada di wilayah DIY untuk memberikan
suport dalam menjalankan manajemen dan mengurus masjid, selain itu kegiatan yang
dilakukan juga ada syiar keagamaan, pembangunan tempat ibadah, yatim piatu,
rumah tahfidz, pembinaan muallaf, majelis taklim, nikah sakinah, pencegahan

kristenisasi, dll.

3. DIY Sehat: bantuan kesehatan ini dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan taraf
hidup kesehatan masyarakat DIY yang berupa bantuan pengobatan, santunan

kesehatan di media cetak, dil. BAZNAS DIY mempunyai rumah sehat yang



bertempat di JI. Imogiri barat, fasilitas yang tersedia di rumah sehat BAZNAS DIY
melebihi dari puskesmas. Karena BAZNAS DIY mendapatkan kucuran dana dari
BAZNAS pusat. Dokter dan perawat yang didatangkan sudah sesuai standar yang
bagus, bahkan di rumah sehat ini mereka menyediakan dokter spesialis. Rumah sehat
melayani masyarakat di seluruh wilayah DIY mulai dari Sleman, Gunung Kidul,
Kulon Progo, Bantul, bahkan Yogyakarta dan rumah sehat ini diberlakukan bagi
orang yang kurang mampu dan kaum dhuafa, sehingga pembayaran dilakukan secara

gratis/ non kasir.

DIY Sejahtera: bantuan yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat (kelayakan kehidupan) dan mencegah kemiskinan yang berupa bantuan
modal usaha, pelatihan usaha, usaha kelompok, hewan ternak, bahan makanan
pokok, gizi buruk, dll. Sejauh ini BAZNAS DIY mentargetkan agar masyarakat bisa
hidup mandiri dan nantinya bisa menjadi muzakki. Hal yang sudah dilakukan oleh
BAZNAS DIY yaitu mentasharufkan zakatnya dengan mengangkat 20 pengusaha

kecil di kalasan yang bekerjasama dengan IPHI setempat.

DIY Peduli: bantuan yang dilakukan bagi masyarakat yang terkena bencana alam,
selain itu BAZNAS DIY juga membantu masyarakat dalam bedah rumah, bantuan air
bersih, musafir, kehabisan bekal, dil. BAZNAS DIY akan melakukan peninjauan
terlebih dahulu karena hal ini berkaitan dengan dana zakat yang nantinya akan

ditasharufkan secara langsung di tempat lokasi.



. Apakah masih ada program kerja yang belum dilaksanakan oleh BAZNAS
DIY?

Tidak ada, sejauh ini BAZNAS DIY sudah melaksanakan program kerjanya
secara baik.

. Apakah staff di BAZNAS DIY sudah menerapkan undang-undang tentang
pengelolaan zakat?

Sudah, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang efektif.

. Apakah staff di BAZNAS DIY sudah melaksanakan program kerja sesuai

dengan rencana?

Para staff sudah melaksanakan program kerja yang ada di BAZNAS DIY, akan
tetapi dengan adanya program kerja setiap kegiatan pasti tidak luput dari kendala.
Masih banyak kendala-kendala yang harus ditangani agar program kerja di

BAZNAS DIY bisa berjalan sesuai dengan keinginan.

. Apakah BAZNAS DIY dalam melakukan pengelolaan zakat sudah sesuai
dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?

Sejauh ini BAZNAS DIY sudah menerapkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat. Akan tetapi belum efektif, terutama di bagian

penghimpunannya.

. Apakah selama ini BAZNAS DIY diawasi dalam melakukan pengelolaan
zakatnya?

lya, selama ini BAZNAS DIY telah diawasi oleh pengawas. Pengawasan
pengelolaan zakat di BAZNAS DIY terbagi menjadi 2 yaitu audit syariah yang
dilakukan oleh kementerian agama dan akuntan publik.



10. Siapakah yang menjalankan pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS

11.

12.

13.

DIY?

Kementerian Agama pusat, Kementerian Agama provinsi dan Pemerintah Daerah
(Gubernur dan Bupati/ Walikota)

Apakah pengelolaan zakat di BAZNAS DIY selama ini sudah efektif?

Pengelolaan zakat yang dilakukan di BAZNAS DIY jika dilihat dari
penghimpunannya BAZNAS DIY belum melakukannya secara efektif, sedangkan
dalam pengelolaan, pentasharufan dan pelaporan BAZNAS DIY sudah berusaha
untuk mengoptimalisasikan dengan baik

Kendala apa saja yang dihadapi BAZNAS DIY dalam melakukan
pengelolaan zakat?

Kendala yang dialami oleh BAZNAS DIY selama ini yaitu dalam penghimpunan,

kurangnya sarana prasarana dan biaya operasional untuk BAZNAS DIY.

Langkah apa saja yang akan dilakukan olen BAZNAS DIY agar pengelolaan

zakat bisa menjadi lebih baik untuk ke depannya?

a. Untuk ke depannya BAZNAS DIY mempunyai cita-cita membuat kantor
BAZNAS menjadi seperti kantor pajak. Yang nantinya bisa memberikan
kesadaran kepada masyarakat agar orang-orang dapat berbondong-bondong

untuk membayar zakat dalam memenuhi kewajiban dan perintah Allah Swt.
b. Lebih mengoptimalkan dari segi penghimpunan zakatnya

c. Menjadikan masyarakat untuk hidup mandiri dan merubah masyarakat yang

berawal dari mustahik menjadi muzakki.



HASIL WAWANCARA DENGAN IBU SITI SULASTRI SELAKU STAFF
PENAIS ZAWA BAGIAN PEMBERDAYAAN ZAKAT TANGGAL 11
OKTOBER 2016 DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

YOGYAKARTA

. Apakah Kementerian Agama pernah memberikan sosialisasi tentang

pengelolaan zakat?

Selama ini Kementerian Agama belum pernah melakukan sosialisasi kepada

masyarakat tentang pengelolaan zakat.

. Apakah selama ini Kementerian Agama menjadi pengawas di BAZNAS
DIY?

lya, Kementerian Agama merupakan salah satu pengawas di BAZNAS DIY,
karena Kementerian Agama selain menjadi tim pengawas juga mempunyai fungsi

sebagai fasilitasi, sosialisaai, dan edukasi.

. Apa saja yang menjadi tugas pengawas dalam melakukan pengawasan di
BAZNAS DIY?

Mengawasi mekanisme pengelolaan zakat dengan melakukan audit syariah dan
hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam.

Bagaimanakah wewenang Kementerian Agama terhadap BAZNAS DIY?

Wewenang Kementerian Agama terhadap BAZNAS DIY yaitu membina dan
mengawasi mekanisme pengelolaan zakat. Jadi, fungsi kementerian agama selain
sebagai regulator dan pengawasan juga berhak dalam melakukan pembinaan
terhadap BAZNAS DIY, hal itu berdasarkan atas UU No. 23 Tahun 2011.



5. Apakah pengawasan yang dilakukan Kementerian Agama terhadap
BAZNAS DIY sudah berjalan secara efektif?

Belum, karena selama ini Kementerian Agama DIY belum mempunyai SOP dan
Job diskripsi yang pasti. Kementerian Agama masih menunggu aturan atau

mekanisme dari Kementerian Agama pusat.

6. Bagaimanakah standar pengawasan yang dilakukan oleh pengawas terhadap
BAZNAS DIY?

Sejauh ini standar yang dilakukan dalam pengawasan berupa audit syariah yang
bersifat lisan dan biasanya pihak BAZNAS DIY sendiri melaporkan kinerja dan

pengelolaan zakatnya setiap 1 bulan sekali.

7. Bagaimana cara pelaksanaan pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS
DIY?

Dengan melakukan pengawasan secara lisan, karena selama ini Kementerian
Agama belum mempunyai standar SOP dan Job diskripsi yang pasti. Sehingga,
setiap bulannya BAZNAS DIY wajib melaporkan data-datanya kepada

Kementerian Agama DIY.

8. Apakah BAZNAS DIY dalam melaksanakan pengelolaan zakat sudah sesuai
dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?

Sudah, jika hal itu belum dilakukan, maka Kementerian Agama DIY akan
mengingatkannya, karena itu merupakan tugas dan fungsi dari Kementerian
Agama DIY.



9. Apakah program yang direncanakan oleh BAZNAS DIY berjalan dengan
baik?

lya sudah berjalan dengan baik, walaupun masih saja ada kendala-kendala yang
terjadi di kalangan BAZNAS DIY.

10. Berapa kali kementerian agama melakukan pengawasan di BAZNAS DIY?

Sejauh ini Kementerian Agama DIY dalam kepemimpinan BAZNAS DIY yang
baru, belum pernah melakukan pengawasan. Akan tetapi pengawasan yang
pernah dilakukan berupa monitoring dan audit syariah dengan data berupa

kuisioner yang dilakukan oleh Kementerian Agama pusat.



HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK EDI PURNAMA SELAKU STAFF
BAGIAN OPERASIONAL DAN MANAJEMEN DI BAZNAS DIY PADA
TANGGAL 21 SEPTEMBER 2016

1. Berapa kali Kementerian Agama melakukan pengawasan di BAZNAS DIY?

Kementerian Agama melakukan pengawasan terhadap BAZNAS DIY setiap 6
bulan sekali. Akan tetapi, pengawasan dilakukan oleh Kementerian Agama pusat

bukan Kementerian Agama DIY.

2. Apakah BAZNAS DIY pernah memberikan sosialisasi tentang pengelolaan

zakat?

Pernah, Sosialisasi dilakukan di kantor dan instansi pemerintah wilayah provinsi
DIY.

3. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat di BAZNAS DIY?

Mekanisme BAZNAS DIY dalam pengelolaan zakat yaitu dengan melakukan
penghimpunan dari kantor dan instansi pemerintah daerah yang ada di DIY,
setelah itu zakat yang diperoleh akan dikelola oleh BAZNAS DIY yang nantinya
akan dilakukan pentasharufan sesuai dengan program yang direncanakan oleh
BAZNAS DIY. Setiap melakukan pentasharufan BAZNAS DIY harus melakukan
pelaporan dan hasil pelaporan tersebut akan dilaporkan kepada Kementerian
Agama, pemerintah daerah dan instansi pemerintah yang terkait dengan

pengelolaan zakat.
4. Apa saja program kerja yang ada di BAZNAS DIY?

Program kerja BAZNAS DIY terbagi menjadi 5 program yaitu DIY Cerdas, DIY
Taqwa, DIY Sehat, DIY Peduli, DIY Sejahtera.



10.

Apakah BAZNAS DIY dalam melakukan pengelolaan zakat sudah sesuai
dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?

Sudah sesuai.

Apakah selama ini BAZNAS DIY diawasi dalam melakukan pengelolaan

zakatnya?

lya, BAZNAS DIY dalam pengelolaan zakat diawasi. Pengawas yang selama ini

bertanggung jawab atas pengelolaan zakat yaitu Kementerian Agama.

Siapakah yang menjalankan pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS
DIY?

Pemerintah daerah (Gubernur dan Bupati/ Walikota), Kementerian agama, dan

akuntan publik.
Apakah pengelolaan zakat di BAZNAS DIY selama ini sudah efektif?

Belum, karena dalam penghimpunan zakat BAZNAS DIY masih melemah.
Terutama di bagian sosialisasi, masih banyak para instansi yang belum merespon

baik dengan adanya zakat.

Kendala apa saja yang dihadapi BAZNAS DIY dalam melakukan

pengelolaan zakat?

Dalam pengumpulan atau penghimpunan dana zakat, sarana prasarana dan biaya

operasional.

Apakah masih ada program kerja yang belum dilaksanakan oleh BAZNAS
DIY?

Tidak ada, semua program sudah direncanakan sesuai yang dijadwalkan.
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